
LEMBARARN DAERA!

KABUPATEN DAERAH TINGKAT it 1v .-

Nomer : & Tahun 1997 , Serie : D Nomor 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT !! MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan tuntutan dan beban kerja yang

ada, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah

Tingkat II Magelang perlu ditata / dibenahi kembali ,

b. bahwa penataan / pembenahan hal tersebut di atas telah diatur oleh

Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Pedoman Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah ;

b. bahwa untuk penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata

sebagaiaman tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.
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ngingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemeriny

e Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daer;
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ,

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokq

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ,

3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan , (

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyeraha

Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataa

Kepada Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinas

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentan

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Dacra

. 1 TingkatI ;,

7. Keputusan Menteri ' Negara Pendayagunaan Aparatur Negas

Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentuka

atau Penyempumaan Kelembagaan di Lingkungan Instans

Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negst

dan Pemerintah di Daerah ,

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 lmmr!
Pedoman Organisasi Dinas Daerah ,

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ,

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Panwisala Daersh

‘Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat 11 ,

n 1993 tentar11. Keputusan Menteri Dalam Ne zori N

B 1 untah D
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12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7

Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Dalam Bidang

Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Darah Kabupaten Deerah Tingkat II

Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan — : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1!I

MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

'n. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang :

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;

¢. Daerah Tingkat 1 adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah ;

d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat JI Magelang :

e. Dinas Pariwisata adalah D-ims Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang :

£ Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Parivviou. 5 ul — Doerah Tingkat I Magelang ,

L
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Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Patiwisata Vabnspatens Duesabe Tngd o 11 1801

. atiwisata adalah perjalanan bepergian yang dilakukan sescorang yang berangkat dari

mumahnya sampar ke tajuan dan Kermbali lagi ke mmahnya dengan tujuan dan alasan lain

Antuk mengenal sejarah, kebudayaan, menyaksikan dan merikmati keindahan alam ,

_§u adalah setian usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannye menghidangkan
minuman wntuk umum di tempat usahanya ,

Anekn Wisata adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan berbagai aspek kegatan yanefl
lain seperti olah rega, wisata ziarah, reuni, jambore, widya wisata, wisata budaya, wisata

konvensi, resepsi pengantin, dsb ;

k. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup

kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan roba .

Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang linekup kegiatannya
menyediakan hidangan dan minuman di tempat usahanya ,

. Akomodasi adalah jasa sarana wisata yang disediakan secara komersial dengan faslins

sarana dan prasarana tempat untuk menginap dalam kegiatannya dapat menyediakan

hidangan dan minuman ,

Atraksi Wisata adalah suatu kegiatan daya tarik wisata berupa pertunjukan dapat berupa

WWmmmmmnlhwmthsufimm yang
dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan panwisata dan pengembangan

pariwisata , |

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis Dinas Panwisata sebagai unsur

pelaksana Dinas Pariwisata yang melaksanakan sebagian tugas operasional tertenmu

dinas di lapangan ,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk para pejabat fungsional
yaitu personil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pecu keahhan dan

atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai bidang tugasnya ,
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1. Tugas Pembantuan adalaly tugus untul Wit ao1e dalaur iclaksanakan P(-‘mflmtahr/
yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerinah

Daerah Tingkat | dengan kewajiban mempertanggung jawabkan ' kepada yag

menugaskannya.

s. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atu
menyediakan atau mengusahakan obyek dan dayn tarik wisata, usaha sarana pariwisita

dan usaha lain yang terkait ,

t Usaha Jasa Pariwisata meliputi jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jisa

penyelenggaraan pariwisata ,

u Pengusahaan Obyek dan Daya tarik Wisata meliputi kegiatan membangun din

mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan

atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.

BAB.II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Patiwisata merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di biding
=

(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan
. bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

" Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan lse...;.mkxsnf .
mumah tangga Daersh dan tugas pembantuan yung dibenkan uleh L‘vcuwnnuh Pusat dan

uml’aammh Daerah Tingkat di bidang pariwisata. .
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Varal 4

Untuk menyetengparakan tngas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini,

Dinas Pariwi sata mempunyai fungsi

melaksanakan kebijaksanaan opetasional, pemberian bimbingan dan pembinaan,

pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Dacral,

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4

b memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Pariwisata ditetapkan pola maksimal.

: 
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

a. Kepala Dinas ,
b. Sub Bagian Tata Usaha ,

3 c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ,

' *d. Seksi Sarana Pariwisata ,

¥ ¢. Seksi Pemasaran Wisara ,

£ Seksi Penyuluhan Wisata ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ,

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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l“ - b Y < i
(@) Bogan Organiasi Dinas PariwisatTM sebagaimana” tersebut” ;-al-mrpm/ ymg(

merupakan bagian fidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini " “
. £

g /
! b7

Bagian Kedua ~
. / Kepala Dinas

!

'Pasal 7 : .

szlthusmemimpinpehksm(un(ugm pokok dan fungsi sebagaimana tersebut
dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

/ i

Bagian Ketiga'

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum,

perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian, perencanaaan dan administrasi keuangan.

. Pasal 9
Untuk menyelenggaralan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkupan, numah tangga dan kepegawaian

dinas ,

b. melakukan urusan perencanaan kegiatan Dinas ,

«. melakukan urusan keuangan.
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Pasat 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Umum ;

b. Urusan Perencanaan ,

¢. Unisan Keuangan ,

Pasal 11 ‘
() Umsan-Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pengetil

penggandaan, perlengkapan dan rumah tangga.

(2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mmgumpulhn, mengolah, mengkoordinasi

dan mensistematisasikan rencana kegiatan dinas.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pmge]olazn dan pertangg
jawaban k:uuuan

Baglan Keempat

Seksl Obyek dan Daya Tarlk Wisata

L . Pasal 12

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wlsala mcmp\mya: tugas menyiapkan E
pembinaa\n, pengcmbmsan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 13

uuun urailyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, !

Obyck dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

1

a menympkxn bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi W

rekreasi dan hiburan umum ,
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7 /

. menyispkan perjinar di bidang pengusahaan obyekavisgta,satraksi wisata; yekreasi dm/'
‘hiburan umum , - .

¢ memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan
hiburan umum ,

d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan

evaluasi kegiatan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 14

9 Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
Sub Seksi Obyek Wisata ,

Sub Seksi Atraksi Wisata ,

¢ Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

-e

Pasal 15

! (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan

pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan obyek wisata.

(2) Sub Seksi Atraksi Wisala mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan obyek wisata.

(3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan

menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rekreasi

dan hiburan umum. ;

Baglan Kellma

Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 16

Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kegiatan

pembinaan, pengembangan dan pemantanan sarana dan lingkungan pariwisata.

Dipindai dengan CamScanner



10

Vaa 17

Untuk imenyelenggarakan tugas pokok tersehit pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini,

Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata ,

b. menyiapkan perijinan di bidang pengusahaan akomodasi, rumah makan, bar dan ‘
lingkungan wisata ,

¢. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan saran dan

lingkungan pariwisata , y
d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauen dan

evaluasi kegiatan sarana dan lingkungan wisata.

Pasal 18

Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :

a Sub Seksi Akomodasi : ! L
b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ,

Sub Seksi Lingkungan Wisata.o

Pasal 19

) bub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
binaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan akomodasi.

(2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun
bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantavan rumah makan dan

bar.

) Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan

? nembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan lingkungan wisata.
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Baglan Keenant

Seksi Pemasaran Wisata

Pasal 20

Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

pengembangan, pemantanan pemasaran dan wisata nusantara.

2 Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi

Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

a menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan wisata nusantara ,

b. memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan wisata nusantarz ,

c. menyusun behan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantzuan dan

evaluasi kegiatan pemasaran dan wisata nusantara.

Pasal 22

Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari :

a Sub Seksi Promosi ;

b. Sub Seksi Pelayanan Informasi ,

c. Sub Seksi Wisata Nusantara.

Pasal 23

(1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
pembinaan, bahan laporan serta pengembangan promosi.

(2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun

——— bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan pelayanan informasi.

() Sub Seksi Wisata Nusantira mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
pembinaan, bahan laporan serta pengembangan wisata misantara.
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Seksi Penyuluhan Wisata

Pasai 24 1

Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, ‘

pengembangan dan pemantauan terhadap penyuluhan dan aneka wisata. .

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi
Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan penyuluhan aneka wisata ,

b. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan terhadap )
penyuluhan aneka wisata , )

¢. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

Kegiatan penyuluhan dan aneka wisata.

Pasal 26

Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari : k

a Sub Seksi Bimbingan Wisata , o
b. Sub Seksi Ketenaga Kerjaan ,

c. Sub Seksi Aneka Wisata. -

\

| Pasal 27 i

‘l) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan Jdan meuyvsiue bahan

pembinaan, bahan laporan serta pemantauan bimbingan wisata.

(2) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan

| pembinaan, bahan laporan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata ,

d
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@ Su s: Aneka Wisata mempunyai wgas mengompulkan dan menyusun bealu.r

pembin , bahan laporan serta pemantauan anek visata

Bagian Kedelapan

F Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana telmis

operasional Dinas Pariwisata.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang beredz di bawah dan

‘bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

: p Pasal 29

Pada Dinas Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, berdasarkan

Iiteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembiian

a Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Pungsional di lingkungan Dinas Pariwisata nxinpenyai fugas

melakukan kegiatan teknis kepariwisataan di bidang keahhan masing masing.

(2) .Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terssbut pada ayut (1) Pasal ini dipiupin

oleh seorang tenaga Fungsional Seniot selaku Ketoa Kekunyuk, yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas atau melalui Kepata Unit

Pelaksana Tehnis Dinas yang bersangutin
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Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub Sub Kelompok sesuai

dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
|

'(2) Jumlah tenaga dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban
kerja.

i

() Pembinaan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan
turan Perundang-undangan yang berlaku. "

)

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata, Unit Pelaksana Telmis Dinas,

Kelompok Jzbatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisesi sesuai

dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berd.uukan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawast

pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan

Dinasnya.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala Urusan berada di bawah dan

‘bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha sedangkan Kepala Sub Seksi
‘berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.
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BAB Y

PENGANGKATAN DALAN JARATA !

Pasal 35

. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan

‘peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

. Dengen dibentuknya Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah ini, maks
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1I magelang Nomor 3 Tahun 1987 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38 .

Hal-hal yang belum diatur dalam Perdturan Dacih ini, seranjang wdngenai
l pelaksanaannya, akan diatiu terscudic olel Bupati Kepala Daerah.
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Pasal 39

Peratyran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daeraf ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1I

Mi

Ditetapkan di Kota Mungkid.

Pada tanggal

DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11

KABUPATEN DATI Il MAGELANG MAGELANG

KETUA

TTD TTD

SOEGIHARDIO KARDI

DISAHKAN,

Dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Nomor : 188.3/414/1996 tanggal 30 Desember 1996

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT [

JAWA TENGAH:

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SUTJI ASTOTO, SH.

NIP. 010 088 157
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Dundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat 1l Magelang

Nomor 6 Tahun 1997 Tanggal 7 Januari 1997

Seri D , Nomor 6

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 034 460.
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT JII MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

L PENJELASAN UMUM.
!

Peraturan Daerah ini merupakan landasan. kerja bagi Dinas Pariwisata

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang semula diatur dengan Peraturan Deerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pasriwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

yang mengasu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahuun 1977

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Keputusan Guberur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa. Tengah Nomor 556/8¥198 tentang Pedoman
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah

Tingkat II Magelang, sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 23

Tahun 1mmwndo......mmmm......

S Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat
1 

<

Organisasi Dinas Periwisata biupnw.\ Daerah Tingkat 1I Magelang adalah Pola

Dengan demikian maka setelah ditetapkannya Peraturan Daresh ini, maka

susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat 11

Magelang yang berdasar kepada Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun

Pa 1987 sudah tidak berlaku lagi.
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1L PENJE! PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 hurufi :

Pasal 3

Pasal 4

-'Yang dimaksud dengan minuman adalah minuman yang

umum dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Magelang dan minuman khas setempat di luar

minuman keras,

- Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah

Daerah Tingkat II di bidang Pariwisata, artinya yang

bertanggung jawab dalam tugas penyelenggaraan urusan

rumah tangga daerah di bidang kepariwisataan dan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atasan

dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Bupati Kepala Daersh artinya dalam

pelaksanaan tugas kegiatan operasionalnya berdasarkan

arah dan kebijaksanaan yang ditentukan Bupati Kepala

. Daerah dan secara langsung mempertanggung jawabkan

kepada Bupati Kepala Daerah.

Cukup jelas.

Dalam ' melaksanaka\n tugas Dinas Pariwisata mempunyai

a. 1). Melaksanakan kebijaksanaan oOperasional yang

meliputi berbagai aktifitas di bidang' kepariwisataan

berdasarkan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

2). Pemberian bimbingan dan pembinaan berupa :

Penyuluhan.

.+ Peningkatan: kemampuan, : melalui “ pendidikan,

kursus, seminar dan sebagainya.

Peningkatan fasilitas pariwisata.
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- Pengembangan di bidang kepariwisataar
Peningkatan mutu dan kelancaran di bidang

kepariwisataan.

- Peningkatan mutu pelayanan perijinan.

b. Mengadakan perencanaan, pemantauan dan pengendalian

serta pengawasan terhadap bidang kepariwisataan sesuai

dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

maksud agar di dalam pelaksanaannya tidak terjadi

penyimpangan-penyimpangan yang negatif.

Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang termasuk Pola Maksimal yang penetapaannya

berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan

Menteri Dalam Negeri.

Cukup jelas.

Pada Dinas Panwisata Daerah Tingkat IT dapat dibentuk Unit

Pelaksana Teknis Dinas, yang pembentukan dian perubaban

unsur-unsumya berdasarkan kriteria yang ditstapkan oleh

Menteri Dalam Negeri setelah terdebih dahulu berkonsultasi

dengan Gubernur Kepala Dacrah.

Cukup jelas.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah merupekan ciri khusus

dalam struktur organisasi dan tata kege yang baru yang

melakukan kegiatan teknis di bidang kepanwisatian yang

sesuai dengan bidang keahliannya nmmgmasmg_ sedangkan

jumlahnya tergantung dan sifat, jews dan Klasifikasi serta

beban kerja UPTD.

Cukup jelas.
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ENTANG OR GANISASI DAN TATA.KERJA DINAS PARIWISATA

KADUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

SUB BAGIAN TATA USAT]

@ TROGAN URLSAN T
UMUM PERENCANAAY. 1 NGAN

I T T .

SK SERST SEKST na
I OBYEK DAN SARANA PARIVISAA PEMASARAN PENYULUHAN WISATA

DAYA TARIK WISATA

t 1 | : J3

SUB IS H ss L SUB SEKST sSEk
OBYEK WISATA AKOMODASI PROMOSI BIMBINGAN WISATA

SUB SEKSI H SUB SEKSI H SUB SEKSI SUB SEKSI

L — ATRAXSI WISATA RUMAH MAKAN & BAR PELAYANAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SERST SR SRS
REKREASI DAN " LINGKUNGAN WISATA " WISATANUSANTARA ANEKA WISATA
HIBURAN UMUM

s ——e—

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH = 'BUPATI KEPALA DAERAH TINGRATI!

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG, 3 MAGELANG
KETUA,

T, T,

SUGIHARDJO. KARDI
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